PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR itz TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2018
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN
| DANA BELANJA RUTIN OPERASIONAL SEKOLAH
PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
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BUPATI NATUNA,

bahwa  untuk  meringankan beban
masyarakat terhadap pembiayaan
pendidikan dalam rangka wajib belajar 9
(sembilan) tahun serta untuk menjaga
keseimbangan gizi anak sekolah dan
Penyelenggaraan PAUD yang bermutu,
Pemerintah mengalokasikan Belanja Rutin
Operasional Sekolah (BROS);

bahwa untuk mewujudkan tertib
administrasi dalam pengelolaan keuangan
Belanja Rutin Operasional Sekolah (BROS);
bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan

huruf b, perlu menetapkan Peraturan
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Bupati tentang Peraturan Bupati Nomor 26
Tahun 2018 tentang Sistim Dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Dana Belanja Rutin
Operasional Sekolah pada Taman Kanak-
Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah

Menengah Pertama.

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999
tentang Pembentukan Kabupaten
Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,
Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota
Batam (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 181,
Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 |
tentang perubahan Ketiga Atas Undang-
Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
pembentukan Kabupaten Pelalawan,
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan
Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4880);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002
tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan

Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4237);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2002 tentang Pembentukan Provinsi
Kepulauan Riau (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
111, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4237);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan
Lembaran Negara RepublikIndonesia
Nomor 4355;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapakali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia |
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun
2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4593);
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Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4863);
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun
2008 tentang Pendanaan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4864),

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaran Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5105)
sebagaimana telah  diubah dengan .
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun
2010 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
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Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62
Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan
Bantuan Operasional Sekolah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 807);

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna
Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013
Nomor 6);

Peraturan Bupati Kabupaten Natuna
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah °
sebagaimana telah diubah beberapakali
terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 1
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Bupati Kabupaten Natuna
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun
2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 88 TAHUN
2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
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BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2018 TENTANG
SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN
KEUANGAN DANA BELANJA RUTIN
OPERASIONAL SEKOLAH PADA TAMAN KANAK-
KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH
MENENGAH.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati
Nomor 26 Tahun 2018 tentang Sistem Dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Dana Belanja
Rutin Operasional Sekolah Pada Taman Kanak-
Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah
(Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 26),
diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13
(1) Dana BROS dipergunakan untuk
belanja operasional pada Satuan
Pendidikan Negeri dibagi antara lain:
a. belanja personalia; dan

b. belanja non personalia.

(2) Belanja Personalia sebagaimana yang
dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:

a. biaya yang digunakan untuk
pembayaran honorarium guru atau
pegawai dalam rangka pengelolaan
sekolah.
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b. biaya y:—:\ng digunakan digunakan
untuk pembayaran honorarium
guru/pegawai honor sekolah yang
ditetapkan berdasarkan Keputusan
Kepala Sekolah.

c. biaya yang digunakan dapat
digunakan untuk pembayaran
honorarium bendahara BROS.

(3) Belanja Non Personalia sebagaimana
yang dimaksud pada ayat (1) huruf b

antara lain:

a. Biaya yang dapat digunakan untuk
membiayai kegiatan ekstrakurikuler
dan honorarium pembina kegiatan
ekstrakulikuler pada Satuan
Pendidikan Negeri.

b. Biaya yang dapat digunakan untuk
belanja barang dan jasa dalam
rangka pengelolaan sekolah.

c. Biaya yang dapat digunakan
digunakan untuk belanja barang
dan jasa dalam rangka Program Gizi
Anak Sekolah.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal () priuarl 2019

Diundangkan di Ranai

pada tanggal {| jauuan 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,

WAN ANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2019 NOMOR |6
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